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ABSTRAK 

Muhamad Zendar Ilham Maulana, 126101201004, Penerapan Peraturan Bupati 

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur 

Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di 

Kabupaten Tulungagung (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung), 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah 

Tulungagung, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Muallifin, S. H. 

Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart 

Operating Prosedur Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran 

Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya permasalahan yang di 

timbulkan minuman beralkohol di wilayah kabupaten tulungagung yang 

memberikan dampak buruk lebih tinggi, baik dalam hal kesehatan maupun di 

lingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, dan 

keamanan. Tidak sedikit juga penjual minuman beralkohol di Kabupaten 

Tulungagung yang belum mendapatkan surat izin edar.  

Adapun rumuan masalah pada penelitian yang berjudul Penerapan 

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur 

Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten 

Tulungagung ini adalah: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Tulungagung 

nomor 10 tahun 2013 tentang Standart Operating Prosedur pengendalian dan 

pengawasan  peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung?; 2) 

Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengendalian dan 

pengawasan peredaran minuman beralkohol dikabupaten Tulungagung?  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Sumber penelitian ini 

diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Peraturan 

Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur Pengendalian 

Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung 

belum sepenuhnya berjaln dengan maksimal karena dipengaruhi oleh tiga faktor 

yaitu, pertama tidak adanya kepastian hukum terhadap para penjual yang tidak 

memiliki perizinan, kedua faktor ekonomi yang menjadikan penjual tidak 

mendaftarkan perizinan karena minimnya omset penjualan sehingga tidak cukup 

untuk membayar retribusi yang di tetapkan, ketiga yaitu faktor lingkungan sosial; 

2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengawasan dan pengendalian 

peredaran minuman beralkohol di kabupaten tulungagung dalam kegiatan Jual-beli 

minuman beralkohol belum bisa dikatakan sah karena hanya di batasi umur saja 
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tanpa ada pembatasan agama yang diperbolehkan membeli. Dari yang seharusnya 

terdapat sedikit celah dengan berlandaskan pada pandangan madzhab Hanafi yang 

memperbolehkan orang islam menjual minol dengan syarat hanya di jual kepada 

non muslim karena menurut pandangan madzhab hanafi orang non islam tidak 

terikat taklib Syariah. 
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ABSTRACT 

Muhamad Zendar Ilham Maulana, 126101201004, Implementation of Regent's 

Regulation Number 10 of 2013 concerning Standard Operating 

Procedures for Controlling and Supervising the Distribution of 

Alcoholic Drinks in Tulungagung Regency (Case study in 

Tulungagung Regency), Sharia Economic Law Study Program, 

Sharia Department, Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN 

Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Supervisor: Dr. H. M. Darin 

Muallifin, S. H. 

Keywords: Implementation, Regent's Regulation Number 10 of 2013 concerning 

Standard Operating Procedures for Controlling and Supervising the 

Distribution of Alcoholic Drinks in Tulungagung Regency. 

This research is motivated by the many problems caused by alcoholic drinks 

in the Tulungagung district area which have a higher negative impact, both in terms 

of health and in the community environment which can disrupt peace, order and 

security. There are also quite a few sellers of alcoholic drinks in Tulungagung 

Regency who have not received a distribution permit. 

The problem statement in the research entitled Application of Regent's 

Regulation Number 10 of 2013 concerning Standard Operating Procedures for 

Controlling and Supervising the Circulation of Alcoholic Drinks in Tulungagung 

Regency is: 1) How to implement Tulungagung Regent's Regulation number 10 of 

2013 concerning Standard Operating Procedures for controlling and supervising the 

circulation of drinks alcohol in Tulungagung district?; 2) What is the review of 

sharia economic law regarding the control and supervision of the circulation of 

alcoholic beverages in Tulungagung Regency? 

This research is a type of field research using descriptive analytical 

qualitative research methods. The sources for this research were taken from primary 

data sources and secondary data sources using data collection techniques in the 

form of in-depth interviews, observation and documentation. The data analysis 

techniques used are data condensation, data presentation, conclusion drawing and 

verification. 

The results of this research show that: 1) The implementation of Regent's 

Regulation Number 10 of 2013 concerning Standard Operating Procedures for 

Controlling and Supervising the Distribution of Alcoholic Drinks in Tulungagung 

Regency has not been fully implemented optimally because it is influenced by three 

factors, namely, firstly, there is no legal certainty for sellers who not having a 

permit, secondly, economic factors that cause sellers not to register permits due to 

minimal sales turnover so it is not enough to pay the levies set, thirdly, namely 

social environmental factors; 2) review of Sharia Economic Law regarding the 

supervision and control of the distribution of alcoholic drinks in Tulungagung 
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Regency in the activity of buying and selling alcoholic drinks cannot be said to be 

legal because it is only limited by age without any religious restrictions on those 

who are allowed to buy. From what should be there is a slight gap based on the 

views of the Hanafi madzhab. The Hanafi madzhab allows Muslims to sell alcohol 

on condition that it is only sold to non-Muslims because according to the Hanafi 

madzhab, non-Muslims are not bound by Sharia observance. 
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